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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerataan pembangunan merupakan suatu hal yang selaras dengan cita-

cita menuju pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Hal tersebut diharapkan mampu mewujudkan Indonesia 

yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu langkah untuk mewujudkannya 

adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur agar segala kebutuhan 

masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah terus menggalakkan pembangunan infrastruktur 

dalam rangka mewujudkan bangsa yang sejahtera. 

Secara teori, setiap pembangunan selalu memerlukan tanah. Namun 

faktanya pembangunan seringkali terhalang oleh ketersediaan tanah yang ada. 

Sitorus dan Limbong (2004, 1) menyebutkan bahwa saat ini sudah sangat 

sedikit sekali ketersediaan tanah negara yang sama sekali tidak dilekati hak di 

atasnya atau diolah oleh warga negara. Pada umumnya tanah-tanah di 

Indonesia sudah dilekati hak dan diolah oleh masyarakat sehingga setiap akan 

dilaksanakan pembangunan yang membutuhkan tanah, kegiatan yang tepat 

adalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan solusi dari polemik 

pembangunan nasional karena salah satu kegiatan di dalamnya adalah 

pemberian ganti kerugian kepada masyarakat pemilik tanah. 

Pada kegiatan pengadaan tanah, sumber daya manusia pelaku kebijakan 

juga membutuhkan informasi yang cukup, tidak hanya berkaitan dengan 

bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti 

pentingnya data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap 

peraturan yang berlaku. Selain itu, sumber daya manusia tersebut harus 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Dengan pengetahuan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dimiliki pelaksana pengadaan tanah, maka mereka 

pasti memahami tugas dan kewajiban apa yang harus dilakukan.  
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Masalah yang dihadapi mengenai kesiapan aparatur yang menjadi 

anggota pelaksana pengadaan tanah masing-masing unit tidak memadai dalam 

hal jumlah petugas dan kurang menguasai secara teknis. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya sosialisasi di bidang peraturan kebijakan pertanahan, 

bangunan, dan pertanian dan kehutanan, rekrutmen pegawai yang tidak sesuai 

di bidangnya, serta keterbatasan jumlah pegawai. Pada prinsipnya pelaksana 

pengadaan tanah perlu meningkatkan pengetahuan teknis. Menyangkut dalam 

penyelesaian masalah di bidang pertanahan (sengketa/ klaim) masih kurang 

memahami tugas pokok dan fungsi selaku fasilitator serta kecenderungan 

kurang netral dalam penanganannya. Kriteria kemampuan dan skill yang 

dimiliki personil pelaksana pengadaan tanah untuk melaksanakan tugasnya 

tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak tersedia sumber daya 

manusia pelaksana yang memenuhi kualifikasi, baik secara moral maupun 

profesional. 

 Pelaksana pengadaan tanah dalam melaksanakan tugasnya diberikan 

sejumlah dana yang disebut sebagai biaya operasional dalam rangka membantu 

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 

yang digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis 

kantor, cetak/ stensil, fotokopi/ penggandaan, penunjang musyawarah, 

sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, 

satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka 

pengadaan tanah. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka terungkap bahwa sumber 

daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya 

manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk 

membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. 

Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan 

kebijakan pengadaan tanah. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku 

kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan 
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mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga 

menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.  

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum diselenggarakan oleh 

Pemerintah melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari tahapan perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Di dalam Pasal 15 UU Nomor 2 

Tahun 2012 juga dijelaskan bahwa dalam tahapan Perencanaan Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 14 ayat 

(1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling 

sedikit rnemuat 9 (Sembilan) komponen penting, yaitu:  

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;  

2. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana 

pembangunan nasional dan daerah;  

3. Letak tanah;  

4. Luas tanah yang dibutuhkan;  

5. Gambaran umum status tanah;  

6. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;  

7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;  

8. Perkiraan nilai tanah; dan 

9. Rencana penganggaran. 

Salah satu komponen penting yang harus dilengkapi dalam tahap 

perencanaan pengadaan tanah yaitu rencana penganggaran yang mana di 

dalamnya juga memuat Biaya Operasional dan Biaya Pendukung. Di dalam 

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 dijelaskan 

bahwa Biaya Operasional dan Biaya Pendukung adalah biaya yang diperlukan 

untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum. Biaya tersebut mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 

penyerahan hasil, dan juga termasuk untuk biaya administrasi dan pengelolaan 

serta biaya sosialisasi, namun tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan 

biaya jasa penilai. 

Terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang sumber dana terkait 

ketersediaan anggaran pengadaan tanah yaitu: 
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1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tentang Biaya 

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 

 Pada pelaksanaannya seringkali terjadi ketidak sepahaman terkait Biaya 

Operasional dan Biaya Pendukung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, 

berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Penerapan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Dalam Berbagai 

Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di 

Provinsi Jawa Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung merupakan salah satu komponen 

penting yang perlu diperhatikan lebih dalam penyusunan rencana anggaran 

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah guna kelancaran kegiatan pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan latar belakang 

di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penyusunan rencana anggaran Biaya Operasional dan Biaya 

Pendukung pengadaan tanah di Jawa Timur sudah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan? 

2. Bagaimana penerapan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam 

mendukung keberhasilan kegiatan pengadaan tanah? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
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1. Pengaruh ketersediaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam 

mendukung keberhasilan kegiatan pengadaan tanah.  

2. Peranan penting Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam berbagai 

kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa 

Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi calon peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu 

pengetahuan terkait pentingnya ketersediaan Biaya Operasional dan Biaya 

Pendukung dalam menyukseskan kegiatan pengadaan tanah. 

2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan penelitian di bidang 

pertanahan terkait BOBP kegiatan pengadaan tanah. 

3. Bagi Kementerian ATR/ BPN, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

gambaran mengenai rumitnya pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan 

khususnya pada penyusunan BOBP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mendorong penyederhanaan aturan BOBP pengadaan tanah. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Rencana anggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung di dalam 

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pembangunan 

Proyek Strategis Nasional di Jawa Timur sudah cukup jelas dan sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 

10/PMK.02/2016. 

2. Sedangkan rencana anggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung di 

dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam rangka 

pembangunan Non Proyek Strategis Nasional di Jawa Timur belum 

memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor. 72 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 

10/PMK.02/2016.  

3. Ketersediaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung pengadaan tanah 

dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pengadaan tanah karena 

pelaksana pengadaan tanah tidak akan maksimal dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya apabila BOBP tidak mencukupi/ tidak dapat mengakomodir 

seluruh kegiatan pengadaan tanah.  
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B. SARAN 

1. Untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional, instansi yang membutuhkan 

tanah mendapatkan dana dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 

sebagai satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang 

melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset Negara dengan 

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. 

2. Untuk kegiatan Non Proyek Strategis Nasional, instansi yang 

membutuhkan tanah dapat menyesuaikan dengan APBD dengan cara 

berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah. 

3. Perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi yang membutuhkan 

tanah, pelaksana pengadaan tanah, dan pejabat pembuat komitmen dalam 

merencanakan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah. 
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Pertanahan Kabupaten Gresik, pada hari Kamis 10 Juni 2021 

 

 

 

  

http://jatimprov.go.id/read/profil
https://gresikkab.go.id/info/geografi
https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sumenep/
https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/02/ProfileSampang2017.pdf
https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/02/ProfileSampang2017.pdf
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